DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas ketersediaan prasarana ramah kaum rentan di
Pengadilan Agama Ponorogo sebagai bagian dari pemenuhan hak atas akses
keadilan dan pelayanan publik yang inklusif. Pembahasan didasarkan pada prinsip
kesamaan di hadapan hukum serta ketentuan peraturan perundang undangan yang
mengatur aksesibilitas bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas,
lanjut usia, wanita hamil dan menyusui, serta anak anak. Penelitian menggunakan
metode yuridis empiris dengan melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dan
penerapannya pada pelayanan di Pengadilan Agama Ponorogo. Analisis dilakukan
berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020, serta Surat Edaran
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Ponorogo telah menyediakan berbagai
prasarana pendukung, seperti tempat parkir khusus, jalur landai, guiding block,
loket pelayanan prioritas, kursi tunggu prioritas, toilet aksesibel, ruang laktasi, dan
ruang bermain anak. Meskipun sebagian besar fasilitas telah tersedia, masih
terdapat kebutuhan optimalisasi pada kapasitas ruang bermain anak dan
peningkatan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada kelompok
rentan. Karya ini memberikan gambaran mengenai penerapan aksesibilitas dan

pelayanan inklusif dalam lingkungan peradilan
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